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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR : 188.4.45/82/ I /2019 

 
TENTANG 

 
ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4436); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tengang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 165); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1400); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
589); 
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun 2018 Nomor 16); 

17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 

Nomor 67); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

KESATU : Alokasi dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2019. 
 

KEDUA : Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan alokasi dana 
kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk dukungan 
biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% 

(empat puluh persen). 
 

KETIGA : Alokasi dana kapitasi pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 
dimanfaatkan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan 

bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan 

jaringannya. 
 

KEEMPAT : Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
diktum KETIGA mengacu pada Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peratuan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. 
 

KELIMA : Alokasi dana Kapitasi Dukungan Biaya Operasional 
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEDUA dimanfaatkan untuk hal sebagai berikut: 

a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; 
dan 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya  
 

KEENAM : Pemanfaatan Dana Kapitasi Dukungan Biaya Operasional 
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan jaringannya 
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yang pembelanjaannya mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Masamba 

pada tanggal 7  Januari  2019     

BUPATI LUWU UTARA, 

 
 ttd 

 
INDAH PUTRI INDRIANI 

 

 
 

 


